
BUPATT JEPARA 

PERATURAN BUPATI JEPARA 
NOMOR 3 TAHUN 2010 

TENTANG 

PELMPAHAN SEBAGIAN URUSAN YANG MEN.JADI KEWENANGAN BUPATT 
KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINT AH KABUPATEN JEPARA 

BUPATI JEPARA 

a batwa dalamn rang#a meningkatkan kelancaran, efisiensi 
dan efektifitas pelaksanaan urusan pernerintahan di 
Kabupaten Jepara pertu adanya pelimpahan sebagian 
urusan yang menjadi ewenangan Bupati kepada Carat 

Mengingat 

b. bahwa berdasan#an pertimbangan sebagainana dimnaksud 
pada hurut a, mala pertu ditetapkan Pelirpahan Sebagian 
Urusan Yang Menjadi Kewenangan Bupati Kepada Carat 
Di Lingkungan Pererintah Kabupaten Jepara dengan 
Peraturan Bupati 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
embentukan Daerah-daerah kabupaten di Ling#ungan 
Propinsi Jawa Tengat 

2 Undang-Undng Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentulean Persturan Perundang-undangan (Lemnbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 
Tamnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noror 

4389): 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemenintahan Daerah (Lermbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimnana 
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­ 
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lemnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844) 

4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang 
Penimbangan Keuangan antara Pernerintah Pusat darn 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438) 
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5. Peraturan Pemnenintah Nomot 79 Tahun 2OOS tetang 
Pedoran Pembinaan dan Peng ves.an Peryeiengan1 M 

Pemenintahan Du rah (Lembaran Negara Republl 
Indonesia Tahun 2005 Nomnor 165, Tamnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593) 

6. Peraturan Pemenintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pemnbagian Urusan Pernerintahan antars Pererintat 
Perenintahan Daerah Provinsi dan Pererintahan Daera 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

7 P eraturan  Pererintah Nomor 19 tahun 2008 tentang 
lecamnatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4826); 

8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 

Pengesahan, Pengundangan dan Penyebariuasan 
Peraturan Perundang-undangan, 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 tahun 2008 
tentang Urusan Permenintahan yang menjadi Kewenangan 
emenintah Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah 

abupoaen P"""" 3, rambaha Lamora 
Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2), 

10.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomnor 13 tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerjg Permenintah 
Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Jepara 
(Lembaran Daerah Kabupoaten Jepara Nomor 13, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomnor 
11) 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATT JEPARA TENTANG PELIMPAHAN 
SEBAGIAN URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN 
BUPATI KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN JEPARRA 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Dalamn Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan: 
1 Permenintah Deerah adalah pemerintah Kabupaten Jepara 
2 Bupati adalah Bupati Jepara 
3 Kecamatan adalah wilayah kerja Carat sebagai Perangkat Daerah 
4. Camat adalah perimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di 

wlaryah kerja kecamnatan yang dalam pelaksanaan fugasnya memperoleh 
pelimpahan ewenangan pemenintahan dani Bupati untuk menangan 
sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas urnurn 
pemerintaban 
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5 Urus Pernenintahan ad d  fungs-tung  perentagrt 
dan kewajban ebiap tngit. dvVat u $u.. pernent.ha at 

mengatur dan mengurs tung-tang ers but yang en 
ewenangany.a dalamn rangka melidung mnelaryani, merbrdry 
merr yo j h teralan  masyaralat 

8AB 

T\JJUAN 

Pasal 2 

Tuyuan pelirpahan sebagan rusan yang menjadi kewenangan Bupati epada 
Camat adalat untuk 
a melaksanakan fungsi pelayanan asyarakat secara efektf dan efisien, 
b mendekatkan pelayanan kepada mas yarakat 
c mendorong tumbuhya aluntabit.as linerja aparatur kecamnatan dan 

memperjelas dan mnempertegas posisi kecarnatan dalarm menjalank.an tugas 

dan fungsinya 

BAB Ill 

TUGAS DAN KEWENANGAN CAMAT 

Pasat 3 

(1)Carat menyeleggaraian tugas urum pernenintaban yang melrputi 
a mengoordinasikan legiatan pemberdayaan mas yarak.at, 
b. mengoordinaskan upaya penyelenggaraan etenteraman dan ketertiban 

urnum 

c. mengoordinasik.an penerapan dan penegakan peraturan perundang­ 
undangan, 

d mengoordinasan pereliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan 
umum; 

e. mengoordinaskan penyelenggaran kegiatan pererintahan di ting.at 
kecamnatan, 

f membina penyelenggaraan pemnerintahan desa dan/atau kelurahan, dan 
g melaksanal.an pelayanan masyaralat yang menjadi ruang ling#up 

tgasnya danVatau yang belurm dapat dilaksanakan permenintahan desa 
atau kelurahan 

(2) Selain tugas sebagaimana dimnaksud pada yat (1) Carat melaksanakan 
ewenangan pemerintahan yang dilirnpahkan oleh Bupati untuk menangan 
sebagian urusan otonori daerah, yang meliputi aspel 

a periinan terdini dart 
1. lzin Mendirikan Bangunan (MB) untuk bangunan dengan kriteria 

a. luas sampai dengan 100 4° 
b. tidak bertingkat, 

2. lzin Gangguan untuk usaha yang berdampak hingkungan kecit dengan 
kriteria 

a Luas sampai dengan 200 AM 
b. Tenaga Kerja kurang dani 25 Orang 
e pen.on perorroan teak PT tau cv 
d Tidal menggunalan bahan limia 
e Tidak ada kegiatan finishing meubel 
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3. lzin Salon Slala Kecl dengan interia 

a Tenaga Kerja malsrnal 5 Orang 
b lm tasi dibawah 15 Juta rupiah 
c Jumlah kursi malsimad 5 buah 

4 lzin PRumah Malan dengan krtera 

a Tenaga Kerja maksirnal 5 Orang 
b. lvestasi dibawah 5 Juta rupiah 
c. Jurniah kursi malsimad 20 buh 

5 lzin Pellamne dengan krtenia: 

a Bilboard/papan perasangan diatas toko atau 

halamnan / pekarangan dengan 
ukuran maksirel 6 Meter 

b. Spanduk/layer/umbul-urbul dengan iokasi perasangan dalam 
satu wila yah kecamatan 

¢ Poster#stier/selebara pernasangan dalam satu wlaryah 
kecarnart.an. 

6. lzin Usaha Perdagangan (SUP Kecil ) dan Tanda Daftar Perusahaan 
(TDP) dengan riteria modal disetor dan kekayaan bersih seluruhnya 
sampai dengan 2OO juta rupiah tidal termasuk tanah dan bangunan 
ternpat usaha 

b Rekorendasi / Surat Keterangan terdii dari 
1. Surat Keterangan Pindah Penduduk di dalam wilaryah Kabupaten 
2 Pengantar Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sernentara 

+ 3 Melegalisasi Proposal yang iajuan mas yarakat meliputi 
a Proposal Bantuan Sosial dan Pendidian 
b. Proposal Bantuan Keagamaan 
c Proposal Bantuan Pembangunan 
d. Proposal Bantuan Kepemudaan dan Keolahragaan 
e. Proposal Bantuan Modal Usaha 

4. Surat Keterangan Miskin 
5 Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) 
6. Pengantar Rekmnendasi Survey Penelitian 
7 Pengantar lzin Keramain 
8 Pengantar piodah kawin 
9 Pengantar Rekomendasi NTCR (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk) 
10.Melegalisasi Pengantar Pendirian Kelompok Usaha, Koperasi dan 

Badan lulurn lainya 
ff Surat Kterangan Waris 

12 Surat Keterangan Boro Kerja 
13. Surat Keterangan Peranfaatan Pernakaian Keksyaan Daerah berupa 

penggunaan badan jalan 
14 Pengantar Lzin Galian C 
15.Pengantar angkut kayu /pas 
16 Pengantar Ate Catatan S«pit (Kelahiran, Keratian, Kawin) 
17 Dispensasi Nian (Waktu pengurusan administrasi kurang dani 15 hari 

dani hart perniMahan) 
18.Pengantar Register Kredit Bank 

19.Rekomendasi pendirian kelompok kesenian, sanggar seni 
20. Surat Keterangan dan Rekomendasi lainnya yang dibutuhkan olet 

mas yarak.at 
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c. Penyelengaraan re l«pu t  

1  Penerbitan Kartu Tande Penduduk 0KT) den Kartu Keluarga (KK) 

8A8 N 

KETENTUAN PENUTUP 

Pada saat Peraturan Bupat ini mulai bertalu maka Keputusan Bupati Jepara 
Nomot 14 Tahun 2003 tentang Pelinpatan Sebagian Keweenangan Bupati 
Kepada Camat Se Kabupaten Jepara dcabut dan dinyatakan tidal bertaktu 

Pesal 5 

Peraturan ini rulai bedalru pada tangga diundangkan 

Agar setap orang mengetatuinya. mererintah#an pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatanrya da le  m  Benita  Daerah Kabupaten depara 

Di tetapkan di Jepara 
pada tanggal kv bu eo 

ROMARTOJO 

Diundangtan di Jepara 
pada tang9al er 6u 

SEKRE TARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA 

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2010 NOMOR 3SL 
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